RINGKASAN LAPORAN
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK KPU KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT
TAHUN 2025

Rincian Pelayanan Informasi Publik KPU Kota Sawahlunto Tahun 2025

1.

Jumlah Permintaan Informasi Publik

Melayani dan memproses semua permohonan Informasi Publik, jajaran
PPID KPU Kota Sawahlunto selalu siap sedia melayani pemohonan
informasi setiap hari dan jam kerja. Berikut merupakan grafik jumlah
permohonan informasi publik yang langsung datang ke kantor KPU Kota
Sawahlunto selama tahun 2025.
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Rekapitulasi permohonan informasi publik di tahun 2025 ada sebanyak 11

(sebelas) permohonan, yang disertakan dalam lampiran laporan ini.

Waktu Pemenuhan Permintaan Informasi Publik

Dalam melakukan pelayanan permintaan informasi publik, dibutuhkan
waktu bagi KPU Kota Sawahlunto untuk memproses semua permintaan
yang masuk melalui PPID. Berikut merupakan grafik waktu yang diperlukan

dalam memenuhi permintaan Informasi Publik selama tahun 2025.



PERMOHONAN INFORMASI BERDASARKAN
DURASI PEMENUHAN INFORMASI
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3. Jumlah Permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian

ataupun seluruhnya.

Berdasarkan data yang diterima untuk Permintaan Informasi publik yang
dikabulkan sebagian adalah NIHIL akan tetapi untuk Permintaan Informasi
Publik yang dikabulkan seluruhnya ada sebanyak 10 (sepuluh)
Permohonan.
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Jumlah Permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.

Dari 11 (sebelas) Permintaan Informasi Publik pada tahun 2025 ada 1
(satu) Permintaan Informasi yang ditolak. Adapun data yang diminta adalah
Data Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) tahu 2024, berkenaan
dengan hal tersebut KPU Kota Sawahlunto tidak dapat memberikan Data
Penduduk Potensial Pemilih Pemilu (DP-4) sebagaimana dimohonkan,
karena DP-4 merupakan data kependudukan yang berasal dan menjadi

kewenangan Kementerian Dalam Negeri. KPU Kota Sawahlunto hanya




menerima dan menggunakan DP-4 sebagai bahan pemutakhiran data
pemilih, sehingga KPU Kota Sawahlunto tidak memiliki kewenangan untuk

mendistribusikan atau memberikan data tersebut kepada pihak lain.



